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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Program Pelatihan Lapangan  

Dunia kerja saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

keterampilan. Mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara 

langsung di instansi atau lembaga yang relavan dengan program pendidikan yang 

diikuti, sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang 

bersangkutan, maka mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu pengalaman yang telah 

diperoleh. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini 

membawa pengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh 

yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh 

kesempatan kerja. Hal ini tentunya menjadi pendorong bagi kita untuk dapat 

menjadi tenaga kerja yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang 

memadai guna meraih peluang yang terbatas. 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu 

lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan 

pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat 

melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang 

nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha. 

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan 
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studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan. 

Praktek Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang ada di 

dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk 

mendapat gelar Ahli Madya (A.Md). 

Melalui Program Pengalaman Lapangan, mahasiswa/i berkesempatan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan 

mempraktekkannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan 

instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan 

memperoleh gambaran dunia kerja nyata. Dengan demikian, Praktek Pengalaman 

Lapangan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal 

dunia kerja. Karena dengan mengikuti Program Pengalaman Lapangan, 

mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu 

berkomunikasi, memiliki jejaring (Networking) yang luas, mampu mengambil 

keputusan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain. 

 

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan  

Pelaksanaan program pengalaman lapangan ini di praktekkan oleh penulis di 

Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung 

Barat Binjai, KPP Binjai terdiri dari tiga tingkat yang di mana pada lantai dasar 

yaitu tempat pelayanan untuk wajib pajak dan ruangan kerja Sekretaris, PDI dan 

Pelayanan, di lantai dua nya yaitu Ruangan WASKON I,II,III &IV dan ada juga 

ruangan Bendahara, dan Bagian Umum, di lantai tiga nya ada ruangan 

Pemeriksaan Dan Penagihan, Gudang untuk menyimpan berkas arsip. Dan juga 
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KPP Binjai Memiliki Masjid di Lingkungan Kantor. Penulis mulai PPL dari 

tanggal 03 Februari sampai tanggal 28 Februari 2020. Jadwal PPL disesuaikan 

dengan pegawai KPP Pratama Binjai yaitu hari senin sampai dengan jum’at mulai 

pukul 08.00-17.00 WIB. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar 

dalam program pengalaman lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai. Sebelum melaksanakan Program Pengalaman Lapangan penulis diberikan 

bimbingan dan arahan ruang lingkup kerja di KPP Binjai. Selanjutnya penulis di 

tempatkan di Waskon IV untuk menyelesaikan program pengalaman lapangan. 

Dimana dalam ruang lingkup  kerja Waskon IV adalah untuk menguji dan 

mengawasi kepatuhan wajib pajak, baik pengawasan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk pengawasan lainnya. 

Berdasarkan kegiatan penulis akan menjelaskan laporan tentang “Analisis 

Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Badan dan UMKM” 

 

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan  

Program pengalaman lapangan berguna dalam melatih diri untuk bekerja 

disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam suatu tugas yang diberikan. Mahasiswa 

akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara teori yang didapat dibangku 

perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu PPL juga menambah 

wawasan serta membuat mahasiswa percaya diri, siap pakai, serta mampu 

bersaing didunia kerja setelah lulus . Berikut ini adalah tujuan dari PPL: 

a) Melatih sikap mahasiswa dalam hal membangun komunikasi dan 

hubungan yang baik dalam lingkungan kerja. 
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b) Menambah wawasan dan melatih mahasiswa agar dapat menyesuaikan 

diri pada dunia kerja. 

c) Melatih disiplin serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan. 

d) Untuk mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan. 

e) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan registrasi Wajib Pajak 

(WP). 

f) Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengawasan yang benar untuk 

wajib pajak. 

g) Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

h) Untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak (WP) 

 

Selain dari tujuan yang di sebutkan sebelumnya, kegiatan PPL juga 

memberikan manfaat. adalah : 

a. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak universitas 

dengan pihak perusahaan, lembaga, dan instansi yang turut serta dalam 

pelaksanaan PPL. 

b. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan 

c. Penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan registrasi Wajib 

Pajak (WP) 
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d. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

e. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengawasan dan konseling 

yang baik bagi wajib pajak (WP) 

f. Untuk mengetahui bagan alur bagaimana wajib pajak (WP) di proses 

dari mulai awal hingga akhir 
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BAB II 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

 

1. Deskripsi Data 

     A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor 

Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah 

menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP 

Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 

didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan 

sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, 

yaitu :  

1) KPP Medan Utara  

2) KPP Medan Timur  

3) KPP Medan Barat  

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 

terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 

(empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :  

1) KPP Medan Utara  

2) KPP Medan Timur  
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3) KPP Medan Barat  

4) KPP Medan Binjai  

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 

tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor  wilayah I 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP 

SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah 

menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliput :  

a. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

b. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

c. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.  

d. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

e. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.  

f. KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.  

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 

535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, 

telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan 

tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-

Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.  

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK01/1994 tanggal 29 

Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:  

a. Kotamadya Binjai  

b. Kabupaten Langkat  

c. Kabupaten Deli Serdang  
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a) Kecamatan Labuhan Deli  

b) Kecamatan Sunggal  

c) Kecamatan Pancur Batu  

d) Kecamatan Hamparan Perak  

e) Kecamatan Sibolangit 

f) Kecamatan Kutalimbaru  

d. Kabupaten Tanah Karo  

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat 

Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan 

Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka 

Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi 

pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah 

kerja sebagai berikut:  

a. Kotamadya Binjai  

a) Kecamatan Binjai Timur  

b) Kecamatan Binjai Kota  
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c) Kecamatan Binjai Utara  

d) Kecamatan Binjai Barat   

e) Kecamatan Binjai Selatan  

b. Kabupaten Langkat  

a. Kecamatan Pangkalan Susu  

b. Kecamatan Gebang  

c. Kecamatan Hinai  

d. Kecamatan Secanggang  

e. Kecamatan Sawit Seberang  

f. Kecamatan Babalan  

g. Kecamatan Sei Lepan  

h. Kecamatan Stabat  

i. Kecamatan Sirapit 

j. Kecamatan Binjai 

k. Kecamatan Besitang  

l. Kecamatan Tanjung Pura  

m. Kecamatan Wampu  

n. Kecamatan Pematang Jaya  

o. Kecamatan Brandan Barat  

p. Kecamatan Kuala  

q. Kecamatan Selesai  

r. Kecamatan Bahorok  

s. Kecamatan Kutambaru  

t. Kecamatan Sei Bingai  
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u. Batang Serangan  

v. Kecamatan Walapian  

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah 

diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 

sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 

2014.  

 

B. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 

Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk 

memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian 

Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing- masing seorang kepala 

seksi.  

1. Kedudukan  

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Idan dipimpin oleh seorang Kepala 

Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.  

2. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan 
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penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn 

BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

C.  Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki 

fungsi:  

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.  

a) Penyuluhan Perpajakan 

b) Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak 

c) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak  

d) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak  

e) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

f) Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan 

g) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 

h) Pembetulan ketetapan pajak  

i) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak  
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D. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:  

1. Subbagian Umum  

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan 

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-

SISMIOPdan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.  

3.  Seksi Pelayanan  

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan,pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya,penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 

wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

4. Seksi Penagihan  

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 

usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan.  
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5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal  

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, 

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta 

penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan  

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 

konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat 

keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat 

lainnya. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV  

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib 

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, 

analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 
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melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil 

banding. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Tabel II.1 Nama dan Jabatan Pegawai Kpp Pratama Binjai 

Jabatan Nama 

Kepala Kantor YAN SANTOSO PURBA 

Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi RONDANG FRISCA LUNARIS 

Kasi Seksi Pelayanan RUDY MATONDANG 

Kasi Seksi Penagihan MARHINGGAN TAMBA 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I MADONG SITANGGANG 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II AGUST FIRMANDO 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III ERIK MANSON AMBARITA 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV RAHMADI KUNCORO 

Kasi Seksi Pemeriksaan JAULIMAN PURBA 

Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan SAHRUL ALAM 
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KaSubbagian Umum dan Kepatuhan 

Internal 

SALOM PARHUSORAN 

PANGGABEAN 

Pemeriksa Pajak Madya TEDIK NUGROHO 

Pemeriksa Pajak Madya GELORYOS SURBAKTI 

Sumber : KPP Pratama Binjai (2020) 

 

2. Kajian Teori 

Defenisi UMKM 

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 

Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai 

pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan 

secara efektif per 1 Juli 2018. 

PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 

bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar 

Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 

yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun 

pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut: 

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan 

setiap bulannya; 

2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, 
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atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: 

    a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; 

    b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau 

Firma selama 4 tahun; 

    c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. 

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat 

berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan 

kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang 

ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM 

memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha 

dan melakukan investasi. 

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku 

UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan 

kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. 

Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah 

mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk 

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak 

Penghasilan. 
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A.  Pengertian Pengawasan 

1) Pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data 

hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi 

perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

wajib pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

2) Data pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data 

yang mengindikasikan adanya ketidak patuhan wajib pajak baik secara 

formal maupun material. 

3) Laporan hasil penelitian (LHPt) adalah laporan yang disusun setelah 

kegiatan validasi dan analisis data dengan menggunakan system informasi 

yang dimiliki Direktoral Jendral Pajak 

 B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang 

Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data; 

dan 

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-39/PJ/2015 tentang 

Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. 

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-61/PJ/2015 tentang 

Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalian Potensi Pajak dan 

Tujuan Perpajakan Lainnya. 

C. Ketentuan Umum 

Direktorat Jendral Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat 

meningkatkan pengawasan wajib pajak secara efektif, efisien, dan 

berkesinambungan. Pengawasan wajib pajak dapat dilakukan dengan 

komprehensif menggunakan modul aktivitas pengawasan wajib pajak 

dalam aplikasi Approweb. Modul dimaksud dapat secara otomatis 

menyajikan seluruh hasil penyandingan data, baik data internal maupun 

eksternal, untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. 

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kepala KPP memiliki tugas  dan fungsi 

a. Melaksanakan strategi dan kebijakan pengawasan wajib pajak 

b. Menentukan prioritas pengawasan wajib pajak dengan 

mempertimbangkan strategi dan kebijakan pengawasan wajib pajak, 
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risiko ketidakoatuhan, besarnya penerimaan pajak, serktor usaha, 

wilayah potensial,keikutsertaan dalam pengampunan pajak, 

ketersediaan sumber daya manusia atau pertimbangan lainnya. 

c. Melakukan bimbingan, pembinaan,dan arahan pelaksanaan pengawasan 

wajib pajak. 

d. Menugaskan kepala seksi pengawasan dan konsultasi II,III,IV dan 

kepala sesksi Ekstensifikasi dan penyuluhan untuk melaksanakan 

pengawasan wajib pajak 

e. Melakukan pemantau pengawasan wajib pajak di KPP Binjai dengan 

menggunkan sistem informasi. 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi prognosis potensi dan realisasi 

penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan wajib pajak di KPP binjai. 

 

D.  Ruang lingkup kegiatan pengawasan wajib pajak 

  Modul menampilkan data untuk dimanfaatkan dalam pengawasan wajib pajak, 

antara lain: 

1. Data pemicu yang diperoleh dari hasil penyandingan data pada sistem 

informasi antara lain; 

a. Data aktiva 

b. Data kewajiban 

c. Data modal 

d. Data penghasilan atau peredaran usaha 

e. Data kredit pajak 

2. Tanda (flagging) atas status pengawasan PKP yang disebabkan oleh: 
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a. PKP dalam jangka 3 masa pajak berturut-turut tidak menyampaikan 

SPT masa PPN dan/atau menyampaikan SPT yang pajak masukan dan 

pajak keluarannya nihil. 

b. Terdapat data dan/atau informasi perpajakan yang tidak dilaporkan 

dalam SPT masa PPN dan/atau dilaporkan dalam SPT masa PPN 

namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau 

sesungguhnya. 

3. Notifikasi yang serupa: 

a. Pengeriman data oleh center for tax analysis (OTA) 

b. Pengiriman data oleh tim faktur pajak tidak berdasarkan transaksi 

sebenarnya. 

c. Dalam menindaklanjuti Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada huruf 

a angka 1), Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat 

menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan diawasi. Prioritas 

dimaksud dapat ditentukan berdasarkan antara lain: 

1) keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak. 

2) risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak; 

3) besarnya potensi penerimaan pajak; 

4) sektor usaha; atau 

5) wilayah potensial. 

d.    Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian 
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atas Data Pemicu. Penelitian dilakukan melalui kegiatan validasi, 

pemilihan data, analisis, pembuatan Kertas Kerja Penelitian, hingga 

pembuatan Laporan Hasil Penelitian dengan cara sebagai berikut: 

1) Validasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data antara lain dengan 

melakukan pengecekan ke sumber data. 

2) Pemilihan data dilakukan untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang 

akan: 

a) dinyatakan tidak sesuai atau dinyatakan sudah digunakan; atau 

b) dilakukan penggalian potensi. 

3) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada 

angka 2) huruf a), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan agar memberikan 

penjelasan alasan singkat (apabila sudah disediakan di dalam Modul) dan data 

tersebut tidak ditindaklanjuti. 

4) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada 

angka 2) huruf b), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti 

dengan melakukan analisis dan membuat Kertas Kerja Penelitian. 

d. Dalam hal Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV 

atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memperoleh data yang belum 

ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud huruf a untuk Tahun Pajak yang 
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sama dengan Data Pemicu, Account Representative Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat 

melakukan analisis mandiri untuk menambahkan potensi pajak pada Modul. 

Sumber data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dapat berupa laporan hasil penilaian oleh fungsional/petugas penilai yang 

diperoleh berdasarkan ketentuan pelaksanaan penilaian dalam rangka 

pengawasan, data atau informasi dari media massa, internet, maupun instansi 

pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank 

Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya) yang belum 

ditampilkan dalam Modul. Atas hasil analisis mandiri dilanjutkan dengan 

membuat Kertas Kerja Penelitian. 

e. Atas analisis data sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, Account 

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan 

Hasil Penelitian untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengawasan Wajib 

Pajak. 

f. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Laporan 

Hasil Penelitian yang memuat usulan tindak lanjut pengawasan, meliputi: 

1) penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK) terhadap data yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut; 

2) penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); 

3) kegiatan kunjungan (visit) 
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4) usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain; atau 

5) tidak ada tindak lanjut. 

g. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan 

pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak pada setiap 

aktivitas pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan (dilakukan secara sistem 

apabila tersedia dalam Modul). 

h. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas kegiatan pengawasan Wajib Pajak 

dilakukan secara berjenjang oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya dengan menggunakan Modul 

Pemantauan di dalam Aplikasi Approweb. Ruang lingkup pemantauan 

(monitoring) dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak sebagai berikut: 

1) Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap akses data, pemanfaatan 

data pemicu yang ditindaklanjuti dan tidak, serta realisasi tindak lanjut 

LaporanHasilPenelitian. 

2) Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Wajib 

Pajak terhadap kebijakan dan strategi pengawasan Wajib Pajak, keandalan 

sistem informasi, kualitas data, ketersediaan dan kompetensi sumber daya 

manusia, dan proses bisnis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak. 
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3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

A. Jenis Kegiatan PPL 

Program Pengalaman Lapangan Dilakukan di kantor KPP Pratama Binjai 

yang merupakan pengalaman yang sangat berharga pagi penulis. Keramahan dan 

kebaikan para pegawai sampai CS kantor pun sangat baik. Merupakan satu kesan 

yang tak bisa dilupakan oleh penulis. Selama Program Pengalaman Lapangan ini 

penulis di tempatkan di WASKON IV, yang di mana penulis di hari pertama 

kedua dan ketiga berkenalan dengan para pegawai staff yang ada di bagian 

WASKON IV dan juga kepala bagiannya. Di hari keempat penulis membantu 

para pegawai dalam meyelesaikan tugasnya yaitu : 

 penulis melakukan pemisahan data wajib pajak yang mana sudah 

di lakukan pengawasan dan yang belum di lakukan pengawasan 

 membantu mengarahkan wajib pajak yang ingin melakukan 

konseling dan pelaporan SPT 1770 ke Waskon IV 

 

Adapun jenis dan kegiatan magang yang penulis laksanakan selama pogram 

pengalaman lapangan yaitu : 

1)  Menscan data laporan keuangan Wajib Pajak  

2)  Memisahkan data wajib pajak 

3) Membantu membuatkan EFIN 

4) Membantu membuat billing 

5) Mengantarkan arsip ke Sekretariat 

6) Membantu pegawai dalam pengisian SPT 

 

B. Prosedur Kerja 

Selama penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan, penulis 

diberikan pengarahan terhadap tugas-tugas yang di kerjakan. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian 

tugas-tugas yang diberikan. staff/pegawai di seksi Waskon IV memberitahu 

tata cara yang harus diperhatikan, agar pekerjaan yang dilakukan sesuai 
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dengan prosedur yang telah dibuat/ditetapkan di KPP Pratama Binjai. Adapun 

prosedur kerja yang penulis kerjakan yaitu : 

1. Menscan Data Laporan Keuangan WP 

    Penulis menscan data keuangan WP yang sedang di input data nya 

oleh pegawai pajak, agar bisa menjadi lampiran atas bukti pelaporan SPT 

tahunan.  

2. Penulis mendapat tugas memisahkan data wajib pajak yang sudah 

dilakukan pengawasan dan yang belum, dengan di berikan tanda pada 

berkas-berkas nya dan di kembalikan lagi pada pegawai untuk menjadi 

arsip. 

3. Membuatkan EFIN untuk wajib pajak yang belum mempunyai EFIN 

sama sekali, 

 a. meminta fotcopy KTP wajib pajak 

 b. meminta fotocopy NPWP wajib pajak 

 c. menanyakan apakah ada alamat E-mail 

 d. menanyakan No Handphone yang masih aktif 

4. Membantu membuatkan Kode Billing pajak, dimana kode billing ini 

bertujuan untuk membayarkan pajak perbulan untuk Usahawan atau 

UMKM. 

5. Membantu pegawai pajak dalam pengisian SPT Tahunan,  

Mengasistensi para Wajib Pajak baik Orang Pribadi, pegawai swasta, honorer, 

Aparatur Sipil Negara (ASN), dan TNI-Polri. 

a) Siapkan dokumen pendukung yaitu bukti potong 1721 A1 untuk 

pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk ASN. 
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b) Buka situs https://djponline.pajak.go.id. 

c) Masukkan NPWP dan password yang dibuat saat mendaftar akun DJP 

Online. 

d) Klik “login”. 

e) Pilih layanan “e-filing”. 

f) Pilih “Buat SPT” 

g) Ikuti Panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa 

pertanyaan sebelum masuk ke SPT. 

h) Setelah itu melakukan pengisian e-filing. 

i) Input data sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya. 

j) Setelah selesai periksa kembali data yang telah dimasukkan. 

k)  Kirim kode verifikasi ke gmail. 

l) Setelah mendapatkan kode verifikasi pilih Kirim SPT. 

 

      C.  Kendala Yang Dihadapi 

Setiap menjalankan aktivitas dalam pelaksanaan kerjanya pasti akan 

mendapatkan berupa kendala. Begitu pula dengan pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan penulis mendapatkan kendala-kendala. Adapun Kendala 

yang dihadapi penulis yaitu : 

a. Sebagian Wajib Pajak tidak membawa buki potong PPh Pasal 21 

(Formulir 1721 A1 untuk pegawai dan 1721 A2 untuk ASN) sehingga 

penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filling. 

b. Wajib Pajak tidak membawa NPWP. 

https://djponline.pajak.go.id/
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c. Wajib Pajak yang sudah pernah melaporkan SPT secara elektronik tahun 

lalu sudah lupa password login DJP Online. 

d. Wajib Pajak sering kali tidak mempunyai e-mail atau lupa kata sandi e-

mail. 

e. Koneksi internet tidak stabil bahkan buruk, sehingga penulis gagal 

Submit untuk pelaporan SPT dengan kata lain Eror 732 : Internal Server 

Error. 

 

D. Pemecahan Masalah 

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat 

melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Pemecahan masalah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyarankan Wajib Pajak untuk datang kembali besok dan membawa 

atau melengkapi segala keperluan pengisian SPT Tahunan seperti: 

NPWP dan Bukti Potong 1721. 

b. Setiap Wajib Pajak wajib membawa NPWP dalam bentuk asli atau 

fotocopy 

c. Mendampingi serta membantu Wajib Pajak mendapatkan password baru 

agar Wajib Pajak bisa mengerti cara mendapatkan password baru jika 

lupa password saat akan login ke DJP online tahun berikutnya. Cara 

mendapatkan password baru yaitu : 

a) Masuk ke website DJP Online. 

b) Bila sudah berada pada halaman Login, maka silahkan klik lupa 

password. 
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c) Masukkan nomor NPWP dan nomor EFIN. 

d) Klarifikasi kode keamanan. 

e) Klik “submit”. 

f) Password baru akan dikirim ke email. 

d. Membuat e-mail baru untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai e-mail 

melalui gmail. 

e. Menggunakan wifi atau menggunakan hotspot atau tethering handphone 

pibadi dan ketika Eror 732 : Internal Servic penulis melakukan reload 

pada halaman browser. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

       ANALISIS PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN  

DAN UMKM 

UMKM 

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 

Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai 

pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan 

secara efektif per 1 Juli 2018. 

Direktorat Jendral Pajak mencatat saat ini sudah 200 ribu Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang menggunakan insentif pajak penghasilan (PPh) final 

ditanggung pemerintah (DPT) 
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Insentif untuk UMKM tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan 

Nomor 44 Tahun 2020. Selama ini wajib pajak UMKM dikenakan PPh final 

berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dalam aturan 

tersebut wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar 

per tahun dikenakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto, namun melalui PMK 44 

Tahun 2020 wajib pajak UMKM yang dikenakan PPh final sesuai PP Nomor 23 

Tahun 2018, akan mendapat insentif berupa PPh final ditanggung pemerintah 

(DTP) dengan demikian, PPh final UMKM sebesar 0,5% ditanggung negara. 

Untuk UMKM sendiri sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan di wajibkan 

untuk membayar PPh final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% yang mana setiap 

bulannya harus di bayar, dengan cara e-billing yang di sediakan oleh DJP di 

aplikasi DJP Online.  

Gamabar II.1  : e-billing 

Sumber   : pajak.go.id 
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Gambar II.2  : cetakan kode billing 

Sumber   : pajak.go.id 

 

Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan  usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi,koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, 

organisasi massa,organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Bagi Wajib Pajak Badan tariff pajak mulai dari masa pajak april 2020 turun 

menjadi 22% sementara Wajib Pajak Badan yang terdaftar di bursa efek tarifnya 

turun jadi 19%. Keputusan penurunan tarif PPh Badan, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. 
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Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Yang menjadi subjek pajak sebagai berikut: 

a. badan yang didirikan atau betempat kedudukan di Indonesia 

 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 2. pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah; dan 

 4. pembukuannya diperiksa oleh apparat pengawasan fungsional negara. 

b. Bnetuk Usaha Tetap 

Berdasarkan  UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa Bentuk 

Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: 

 1. tempat kedudukan manajemen 

 2. cabang perusahaan 

 3. kantor perwakilan 

 4. gedung kantor 

 5. pabrik 
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 6. bengkel 

 7. gudang 

 8. ruang untuk promosi dan penjualan 

 9. pertambangan dan penggalian sumber daya alam 

 10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

 11. perikanan,peternakan,pertanian perkebunan atau kehutanan 

 12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

 13. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

 14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas 

 15. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premis asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; serta 

 16. computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melaui internet. 

Subjek pajak badan dalamnegeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi 

maupun badan sekaligus, menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di 
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Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Account Representative (AR) merupakan salah satu ujung tombak penggalian 

potensi penerimaan negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas 

intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, 

analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak. 

Account Representative terdiri dari : 

a. Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi 

terhadap wajib pajak. 

b. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan 

penggalian potensi wajib pajak. 

Tugas dan Fungsi Account Representative 

a. melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak 

b. melakukan proses penyelesaian usulan ketetapan wajib pajak 

c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak 

d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan pajak bumi dan 

bangunan. 

Pengaruh Pengawasan Account Representative (AR) adalah suatu usaha dan 

tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun 

indikator kepatuhan pajak dalam Analisis  ini adalah:  
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1) Account Representative membuat perhitungan surat tagih dan surat 

pemberitahuan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak,  

2) Account Representative mengusulkan  pemeriksaan dan penyidikan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, dan  

3) Account Representative memberikan himbauan mengenai penyetoran pajak 

SPT masa. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan selama melakukan Program 

Pengalaman Lapangan yaitu: 

1. Setiap wajib pajak haruslah memiliki akun Gmail atau Google dan 

haruslah memiliki nomor EFIN (Electronic Filing Identification 

Number) untuk bisa mendaftarkan di akun DJP Online. 

2. Pengawasan yang di lakukan oleh KPP binjai sudah cukup membantu 

untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengawasan melalui sistem informasi yang baik. 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis buat selama melakukan Program Pengalaman 

Lapangan yaitu: 

1. Diharapkan juga agar departemen perpajakan dapat berbenah diri agar 

rasa percaya masyarakat terhadap departemen perpajakan ini dapat 

kembali lagi sehingga wajib pajak akan senantiasa melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

2. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak dan 

melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan 

pelanggaran. 

3. Lebih memperhatikan jaringan konektifitas internet yang ada di KPP 

Binjai. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-49/Pj/2016 Tentang Pengawasan wajib 

pajak melalui sistem informasi 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.534/KMK.04/2000 Berisi 

Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan 

https://www.pajak.go.id  

Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas  

Penghasilan Dari Usaha 

https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007  

Peraturan menteri keuangan No.79 Tahun 2015 Huruf a konsiderans 

Peraturan menteri keuangan No. 79 Tahun 2015 Pasal 2 

Peraturan menteri keuangan No. 79 Tahun 2015 Pasal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pajak.go.id/
https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007


 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


